
UPATI MINAHASA UTARA 

PROVINSI SULAWESI U'TARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 

NOMOR ] TAHUN 2023 

TENTANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 
b. bahwa beberapa materi dalam Peraturan Bupati 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan 

perubahan;b 
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e. bahwn bcrdnnnrknn pertimbangnn scbagaimana 
dimnksud dnlnm huruf n, dan huruf b, pcrlu 
menctapkan Peraturan Bupnti tcntang Tunjangan 
Komunikasi Intcnsif dnn Tunjangan Rcscs bagi 
Pimpinnn dan Angotu Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Dacrah scrtn Dann Opcrasional Kctun dan Wakil Kctua 
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah; 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tcntang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4343); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana OperasionaJ (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Minahasa Utara;b 
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MEMU'TUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 

INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB L 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 

2. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya 

disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan 

dalam rangka mendorong peningkatan kinerja. 

3. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap 

melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD. 

4. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya 

disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan 

kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan 

operasional yang berkaitan dengan representasi, 

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 

pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil-wakil ketua 

DPRD sehari-hari. 

5. Kemampuan Keuangan 

suatu daerah untuk 

Daerah adalah klasifikasi 

menentukan kelompok 

Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan 
be saran TKI, Tunjangan Reses dan Dana Operasional 
Pimpinan DPRD.4 
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6. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah sclanjutnya 
disingknt APBD dalah rencana keuangan tahunan 
Pemcrintah Dacrah yang ditctapkan dcngan pcraturan 
Dacrah. 

7. Sckretaris DPRD sclaku Pcngguna Anggaran adalah 
pcjabat pemegang kewenangan pcngyunaan anggaran 
untuk mclaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sckretariat yang dipimpinnya. 

8. Sckretariat DPRD yang sclanjutnya discbut Sckrctariat 
adalah unsur pcndukung untuk mcnunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas dan wcwcnang DPRD. 

9. Pirnpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua 
DPRD. 

10. Anggota DPRD adalah mereka yang diresrnikan 

keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah 
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 

Kabupaten Minahasa Utara. 
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

13. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 

14. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. 

BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN 

KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) 
kelompok, yaitu: 

a. tinggi; 
b. sedang; dan 
c. rendah. A 
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Pannl 3 

(1) Penentuan kclompok Kemnmpunn Kcunngnn Dacral 
scbagaimunn dimnksud dnlam Pannl 2 dihitun 
berdasarknn besnran pcndnpntnn umum Dacrah 
dikurangi dengan bclnnja pcgnwai aparatur sipil 
negara. 

(2) Pendapatan umum Dacrah scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I) terdiri atas pendapatan asli Dacrah, 
dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan 
penghasilan pegawai aparatur sipil negara. 

Pasal 4 

( 1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan 
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi 
APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun 

anggaran yang direncanakan. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Dacrah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

tim anggaran Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

(1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, diatur 

sebagai berikut: 

a) di atas Rp550.000.000.000,­ (lima ratus Iima 

puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada 

Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; 

b) antara Rp300.000.000.000,­ (tiga ratus miliar 

rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000 (lima 

ratus Iima puluh miliar rupiah) dikelompokkan 
pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dang 
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I 
di bawah Rp00.000.000.000,- (tin ratus miliar 
rupinh) dikclompokknn padn Kcmampunn 
Keunngnn Daerah rendnh. 

(22) Ketentunn mncngrnni rumus pcrhitungan dan 

penentunn klasifiknni Kemampunn Kcuangan Dacrah 

scbugaimann dimnksud padn ayat (l) tcrcanturn dalam 

Lampiran I yang mcrupakan bnginn tidnk tcrpinahkan 

dari Peraturan Bupnti ini. 

c) 

BAB III 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DPRD DAN 

ANGGOTA DPRD 

Pasal 6 

(1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah tinggi, maka TKl bagi Pimpinan 
DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 
sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD. 

(2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah sedang, maka TKl bagi Pimpinan 
DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 
sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD. 

(3) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah rendah, maka TKl bagi Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 

sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD. 

BAB IV 

TUNJANGAN RESES KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 7 

(1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah tinggi, maka Tunjangan Reses bagiz» 
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Pimpinan DPRD dan Angotn DPRD dibcrikan paling 

banyak ncbcnnr 7 (tujuh) kali unng rcprcscntasi ketua 

DPRD. 

() Bila Dacrah tergolong kclompok Kemampuan 
Kcuangan Dacrah sedang, maka Tunjangan Rcscs bagi 

Pimpinan DPRD dan Angotn DPRD dibcrikan paling 
banyak scbcsnr 5 (limn) knli unng rcprcscntasi kctua 
DPRD. 

(3) Bila Dacrah tcrgolong kclompok Kcmampuan 
Keuangan Dacrah rendah, maka Tunjangan Rescs 
bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibcrikan 
paling banyak scbesar 3 (tiga) kali uang reprcscntasi 

ketua DPRD. 

BABV 

DANA OPERASIONAL KEPADA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD 

Pasal 8 

(1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Kcuangan Daerah tinggi: 

a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 

(enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan 

b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan 

paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang 

representasi wakil ketua DPRD. 

(2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah sedang: 

a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 

(empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan 

b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan 

paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah 

uang representasi wakil ketua DPRD. 

(3) Bila daerah tergolong kelompok kemampuan 
Keuangan Daerah rendah:0 
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n) Do etun DP'RD diberikan paling banynk 2 (dun) 
lali unny reprenentnni ketun DPD; dun 

b) DO wail ketun DP'D mnaning-rnninp diberiknr 
paling bnnyuk I,5 (nntu komn limn) knli jumlal 
ung reprenentnni wnkil ketun DPRD, 

Pasnl 9 
Ketentunn mengenni bcsnran TKI, Tunjnnpnn Rcscs, dan 
DO sesuni dengan klasifikasi Kcmamnpunn Keuangan 
Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan 
Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang mcrupakan 
bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL 

KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD 

Pasal 10 
Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diberikan setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus 

untuk semua biaya atau disebut lumsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan 

dana operasional lainnya. 

Pasal 11 

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan 

pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 

(satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran 

kepada pengguna anggaran. 

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l),g 
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Sckretaris DPRD laku Pengunn Angaran 
mengajuknn surat perintnh membnyur lansung untuk 
pencairan DO nebcsnr 1/12 (sntu per dun bclas) dari 
pagu I (satu) tnhun nnggnrnn kcpadn bcndnhara 
umum Dacrah. 

() Surat perintah membnynr lnnnun ncbapaimana 
dimnksud pndn nyat () mclampirknn: 

a. daftar pencrimn DO; dnn 
b. pakta integritns yang sudnh ditandatangani 

Pimpinan DPRD yang mcnjclaskan pcnygunaan 

dana nkan scsuni dcngan pcruntukannya. 

(1) Kuasa bendahara umum Dacrah mcncrbitkan surat 

perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat 

perintah membayar Jangsung scbagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran 

Sekretariat. 

Pasal 12 

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang 
diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kwitansi yang 
telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua 
DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan 

operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 

keuangan Daerah. 

Pasal 13 
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan 

DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang b 
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menjclaaknn pcngunnnn dnna tclah scsuni dengan 
peruntuknnnya, 

(2) Pertanggungjawaban pcngunann DO scbagaimana 
dimnksud dnlam Pasnl 10 huruf n dibuktikan dcngan 

laporan penggunan DO. 

(3) Pertanggunginwaban pcnggunann DO scbagaimana 
dimaksud dalam Pasnl 11 huruf b discrtai dcngan 
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 

(4) Pimpinan DPRD mcnyampaikan bukti 
pertanggungiawaban penggunaan DO scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kcpada bcndahara 

pengeluaran setiap buJan paling lambat tanggal 5 
(lima) bulan berikutnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan 
sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai 
dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan 
berikutnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 

Operasional Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 

Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . ..t,,..., 
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Pannl 1' 

leraturan IHuputi ini mnulni berlaku padn tanpnl 

inn«dang, 

ar netinp ornny menpetuhuinyn, mnemnerintnhknn 

penpudnnpun [etuturn upnti ini dcnpan 

penempntnnnyn dnlnmn IHeritn Dnernh Knbupnten Minahnsu 

Utart. b 

Dittupknn di Airmadidi 
pada tanggl a u0hi 2023 

BUPATI MINAHASA UTAA, 

� � 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Diundangkan di Airmadidi 
pada tanggal 15 mi 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

-=- � > > D=>-'z;>--f,. , - 
NOVLY GERET WOWILING 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR [ 
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LAMIRAN 
PERATURAN JUPATI MINAHASA UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2023 
TEN'TANG TUNJANGAN KOMUIKASI 
INTEN'IF DAN TUN.JANGAN RESES BAGI 
IMPINAN DAN ANG(OTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEPTA 
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL 
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAIH 

RUMUS PERHITUNGAN DAN PENENTUAN 
KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

A. PERHITUNGAN 
REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 
Rumus Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) 
KKD = Pendapatan Umum Daerah (PUD) - Belanja Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (BPASN) 

Rpl03.449.3 l l.689,76 
Rp 69.448.897.686,00 
Rp468,182610.000,00+ 
Rp641.080.819.375,76 

tambahan serta 
PAD + DBH + DAU PUD terdiri atas 

BPASN meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan 
pcnghasilan Aparatur Sipil Negara 

Pendapatan Umum Dacrah (PUD) 
I. Pcndapatan Asli Daerah (PAD) 
2. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) 
3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) 

Belanja BPASN Kabupaten Minahasa Utara 
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 
Jumlah Belanja PNSD Kab. Minut 

= Rp211.458.374.144,00 
= Rpl32.793.168.888,00+ 
= Rp344.251.543.032,00 

= Rp641.080.819.375,76 
= RD344251543.032,00­ 
= Rp296.829.276.343,76 

BELANJA BPASN 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 
Anggaran 2020, adalah : 

PENDAPATAN UMUM DAERAH 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

B. PENENTUAN KLASIFIKASI 
Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 
2023 berada pada klasifikasi kelompok REND_AH4 

BUPATI MINAHASA UTARA, 
0 woo.A AA 
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LAMPIHRAN IL 
ERATURAN HUPATI MINAHASA UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 202 
TEN'TANG 'TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTEN'IF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 
IMPINAN DAN ANG(OTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETA 
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL 
KETUA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT 
DAERAH 

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD 

KEMAMPUAN KEUANGAN 
NO URAIAN KLASIFIKASI DAERAH-RENDAH KETERAIGAN 

Rp. <300M sld Rp. 550M 

1. Tunjangan Komunikasi 3 X Rp2.100.000,-= Rp6.300.000,- Uang Represenlasi 
lntensif Pimpinan dan Ketua DPRD 
Anggota DPRD 

Rp2.100.000,-/bulan 

2. Tunjangan Reses 3 X Rp2.100.000,- = Rp6.300.000,­ Uang Representasi 
Pimpinan dan Anggota Ketua DPRD 
DPRD 

Rp2.100.000,-/bulan 

Dana Operasional Ketua 2 X Rp2.100.000,- = Rp4.200.000,­ Uang Represenlasi 
DPRD Ketua DPRD 

R2.100.000,­ 
/Orang/Bulan 

3 
Dana Operasional Wakil 1,5 X Rp1 .680.000,- = Rp2.520.000,­ Uang Representasi 
Ketua DPRD Wakil Ketua DPRO 

Rp1.680.000,­ 
/Orang/Bulan 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

o PootAt AA 
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